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Abstrak: Jurnal yang berjudul Analisis Pembentukan Pengadilan Khusus Agraria untuk Menerapkan Asas-Asas
Umum Pemerintahan yang Baik dalam Penyelesaian Masalah Pertanahan ini membahas tentang pentingnya
pembentukan pengadilan khusus agraria di Indonesia untuk menegakkan asas-asas pemerintahan yang baik di
tengah-tengah konflik agraria yang terus meningkat dan berdampak pada jutaan keluarga. Laporan ini menekankan
pentingnya penerapan prinsip-prinsip dasar seperti transparansi, imparsialitas, akuntabilitas, dan pelayanan publik
dalam penyelenggaraan peradilan yang berkaitan dengan sengketa pertanahan. Prinsip transparansi ditekankan
sebagai hal yang penting untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki akses terhadap informasi yang akurat
mengenai tindakan dan keputusan pemerintah, sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan dan partisipasi
masyarakat. Prinsip ketidakberpihakan juga digarisbawahi, mengadvokasi keputusan yang memprioritaskan
kepentingan umum di atas kepentingan individu atau kelompok, sehingga mempromosikan keadilan sosial dan juga
kesetaraan. Terakhir, jurnal ini mengartikulasikan pentingnya pelayanan publik, yang menyerukan pemberian
layanan yang tepat waktu dan efisien kepada masyarakat dan kemudian memastikan bahwa kebutuhan dan hak-hak
masyarakat terpenuhi tanpa diskriminasi.
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Pendahuluan

Konflik agraria yang terjadi di Indonesia sudah menjadi isu yang rumit dan
berada di situasi darurat dengan data menunjukkan bahwa selama pemerintahan era
Presiden Joko Widodo konflik agraria berdampak terhadap 1,75 juta keluarga (BBC,
2024). Pembentukan pengadilan khusus guna menangani agraria ini diharapkan
menjadi dapat menjadi sebuah solusi yang efektif guna mengimplementasikan asas-
asas umum pemerintahan yang baik didalam menyelesaikan penyelesaian urusan
tanah. Pengadilan agraria ini akan memiliki fungsi untuk menangani sengketa agraria
secara lebih adil dan juga transparan sehingga memberikan akses keadilan bagi
masyarakat yang kerap kali terpinggirkan didalam proses penyelesaian konflik.

Mengenai upaya penyelesaian konflik agraria, pemerintah sudah membentuk
tim percepatan penyelesaian konflik agraria yang melibatkan unsur-unsur kementerian
dan organisasi masyarakat sipil (CSO) agar merumuskan rencana aksi bersama (KSP,
2021). Akan tetapi efektivitas mengenai langkah-langkah ini masih dipertanyakan. Data
yang berasal dari KPA menunjukkan jika jumlah insiden konflik agraria terus
mengalami peningkatan dengan 241 konflik yang terjadi di tahun 2023 (KPA, 2024).
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Gambar 1. Data Tanahkita.id Dashboard Sebatan Konflik & Wilayah Kelola di Indonesia dari Tahun 1988
hingga 2024.

Sedangkan menurut data yang diambil dari TanahKita.id, konflik agraria di
Indonesia dari tahun 1988 hingga tahun 2024 terdapat 561 kasus yang dimana hal ini
telah menimbulkan korban sebanyak 868.437 jiwa dengan total 4,72 juta hektar tanah
yang mengalami konflik. Mirisnya dengan banyaknya kasus tersebut, terdapat 251
kasus yang belum ditangani dan 267 kasus yang sedang dalam proses serta yang telah
diselesaikan hanya berjumlah 43 kasus saja (Tanahkita, 2024).

https://journal.pubmedia.id/index.php/jcl



Customary Law Journal Volume: 2, Number 1, 2024 3of11

STATUS KONFLIK

Gambar 2. Jumlah Persentase data mengenai penanganan konflik agraria yang ada di Indonesia
dari tahun 1988 hingga 2024.

Pengadilan Khusus terkait agraria dibuat dengan tujuan mengimplementasikan
Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Reforma Agraria. Perpres
ini dikeluarkan dengan adanya tujuan untuk menyelesaikan masalah pertanahan dan
konflik agraria dengan pendekatan yang lebih sistematis serta terkoordinasi antara
berbagai instansi kementerian. Apabila proses verifikasi dan penyelesaian sengketa ini
dilaksanakan dengan efisien maka dapat memberikan solusi yang lebih adil bagi semua
pihak yang terlibat didalamnya.

Akan tetapi asas-asas kebermanfaatan dan ketidakberpihakan guna menunjang
good governance sering kali terganggu karena akibat dampak penyelesaian sengketa
yang berlarut-larut. Maka walaupun ada undang-undang yang mendefinisikan asas-
asas tersebut seperti yang tertuang didalam Undang-Undang No 30 Tahun 2014 yang
beririsan dengan ditetapkannya  Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023,
implementasi dari asas-asas untuk diterapkan ke dalam peraturan seperti Perpres
tersebut nyatanya masih ada kendala. Contohnya pasca-abolisi Pengadilan Landreform
pada tahun 1970, segala sengketa pertanahan dialihkan ke lembaga peradilan umum
dan juga peradlan tata usaha negara. Namun nyatanya putusaj dari pengadilan
tersebut tidak dapat dieksekusi secara efektif sehingga prinsip dari pengadilan yang
cepat, sederhana, biaya ringan serta keadilan kepastian yang dapat memberikan
kemanfaatan hukum dalam penegakan hukum terhadap sengketa pertanahan di
Indonesia ini menjadi tidak sempurna dalam mewujudkannya (Haris, 2024).

Implementasi pembentukan pengadilan khusus pertanahan ini dapat dilakukan
dengan legislasi yang sesuai. Pengadilan khusus ini nantinya dapat menjawab
kebutuhan masyarakat yang mencari keadilan lebih pasti didalam menyelesaikan
sengketa pertanahan. Oleh karenanya pembentukan pengadilan khusus menangani
pertanahan ini merupakan suatu langkah yang strategis dikarenekan guna mengatasi
konflik agraria yang terjadi di Indonesia dan memastikan bahwa asas-asas dari
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kebermanfaatan dan keberpihakan dalam good governance dapat dilaksanakan secara
lebih efektif mengigat urgensi dari pengadilan khusus pertanahan ini sangatlah penting
untuk menunjang prinsip good governance didalam isu penyelesaian sengketa
pertanahan yang ada di Indonesia.

Metodologi

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Yuridis kuantitatif,
yang berfokus pada pengumpulan data numerik untuk menganalisis hubungan antara
variabel-variabel yang relevan (Gambino 2023). Data yang diperoleh kemudian disusun
secara kualitatif untuk menjawab identifikasi masalah yang dibahas secara sistematis

sebagai fakta hukum untuk membuktikan bagaimana Pengadilan Khusus Agraria
sangat krusial (Chin 2023).

Hasil dan Pembahasan
A. Adanya mafia tanah dan pejabat yang membuat onar (case approach)

Tanah adalah subyek yang diatur dalam Undang-Undang pokok Agraria.
Tanah yang sudah diatur dalam Undang-Undang Agraria ini bukan tanah di sudut
pandang sains, Namun tanah yang dipandang dari sudut pandang hukum, dan
berkaitan lurus dengan hak kepemilikan atas tanah yang merupakan instrumen
langsung dari alas bumi. Karena terbatasnya lahan yang tersedia namun maraknya
pengguna modal, maka maraknya mafia tanah dengan berbagai cara untuk
mendapatkan tanah, sehingga pemegang hak atas tanah pun semakin merasa takut
(Zhao 2023).

Mafia tanah merujuk pada kolusi antara pejabat berwenang dan individu-
indiidu yang memiliki niat jahat untuk merugikan Negara dan masyarakat dengan cara
menguasai tanah secara illegal. Dalam praktiknya, mafia tanah sering beroperasi
dengan cara yang korosi dan merusak. Mereka cenderung menggunakan metode
umum dari kejahatan terorganisir, seperti pemalsuan sertifikat tanah, manipulasi di
pengadilan untuk mendapatkan ha katas tanah, serta membuat perjanjian jahat yang
dituangkan dalam akta atau pernyataan di bawah tangan dengan melibatkan pejabat
publik, termasuk Notaris PPAT, Aparatur Sipil Negara di Badan Pertahanan Nasional
dan jajarannya, serta penegak hukum seperti oknum hakim. Pelaksana dan penegak
hukum yang terlibat bisa jadi merupakan bagian dari jaringan mafia tanah atau
mungkin hanya menjadi korban dari aktivitas mafia tersebut (Noviani, 2024).

Kasus mafia tanah yang sampai sekarang belum terselesaikan adalah kasus
yang terjadi di Kabupaten Grobogan. Kasus ini bermula pada tahun 2010-2011 ketika
DB, direktur PT Azam Anugerah Abadi, mengalihkan hak tanah SHGB Nomor 1 milik
PT Azam Laksana Intan Buana (ALIB) seluas 82,6 hektare kepada perusahaannya
sendiri, PT AAA (Kurnia, 2024). Pengalihan ini dilakukan melalui pemalsuan akta
otentik tanpa persetujuan pemilik sah. Modus operandi ini menunjukkan adanya kolusi
antara pelaku dengan oknum notaris yang terlibat dalam proses pengalihan hak
(Polukhin 2022).
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Gambar 3. Kronologi Mafia Tanah di Jateng KONTAN News.

Setelah penyelidikan oleh Kementerian ATR/BPN dan pihak kepolisian, DB
ditangkap dan divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Purwodadi. Meskipun
demikian, Banyak kasus lain yang belum terpecahkan dan melibatkan banyak pihak
sehingga menciptakan ketidakpastian hukum bagi investor dan masyarakat. Kasus ini
masih dalam proses penyelesaian dan telah menetapkan 92 orang sebagai tersangka.
Target operasi tahun 2024 ini ada 87 kasus mafia tanah dengan peningkatan 5 operasi
dari tahun-tahun sebelumnya (Arta 2021).

B. Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik
1) Asas Kemanfaatan

Asas kemanfaatan memastikan bahwa kepentingan individu bersifat
saling harmonis yang memiliki arti setiap individu perlu mendapatkan manfaat
yang setara dengan individu yang lain. Oleh Kkarenanya keputusan
administraatif sangat mempertimbangkan kebutuhan serta hak-hak individual
dengan lebih adil dan transparan.

Bukan hanya warga lokal saja yang harus mendapatkan manfaat
melainkan juga warga asing yang berinteraksi dengan sistem administratif
dikarenakan asas kemanfaatan ini harus menjamin bahwa kepentingan mereka
pun harus dijadikan acuan didalam proses pengambilan keputusan. Selain itu
banyak kelompok masyarakat yang memiliki kepentingan sendiri yang
membuat asas kemanfaatan menjadi bertujuan untuk menyelaraskan
kepentingan-kepentingan ini agar tidak ada yang tertinggal seperti kepentingan
golongan minoritas harus diseimbangkan dengan golongan mayoritas (Glica,
2023).

Oleh karena itu asas kemanfaatan didalam Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2014 ini menjadi landasan penting dalam menciptakan suatu administrasi
pemerintahan yang lebih efektif dan responsif terhadap isu kebutuhan
masyarakat dan juga dapat mendorong terciptanya keadilan sosial yang
perlindungan hak asasi manusianya dalam setiap kebijakan diimplementasikan
oleh pemerintah.
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2) Asas Ketidakberpihakan

Asas ketidakberpihakan seperti yang diatur dalam Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2014 sebenarnya merupakan prinsip yang penting dalam
penyelenggaraan administrasi negara. Esensi dari asas ini menekankan bahwa
setiap tindakan dan keputusan yang diambil oleh pemerintah wajib dilakukan
tanpa adanya memihak kepada kepentingan tertentu baik itu kepentingan
individu atau kelompok. Asas ketidakberpihakan ini pada praktiknya bertujuan
agar menciptakan keadilan dan juga kesetaraan di antara semua pihak yang
terlibat dan akhirnya tidak ada unsur diskriminasi maupun perlakuan yang
tidak adil lainnya didalam proses administrasi pemerintahan (Smid 2023).

Urgensi dari penerapan asas ketidakberpihakan didalam administrasi
pemerintahan ini semakin menungkat dengan kerumitan tantangan yang sedang
dihadapi oleh negara. Dengan menerapkan asas ketidakberpihakan maka
memastikan bahwa semua orang didengar serta dipertimbangkan secara adil
yang harapannya keputusan yang diambil nantinya dapat diterima oleh semua
pihak (Arta, 2022). Dikarenakan harus mementingkan orang banyak maka
penerapan asas ini didalam undang-undang juga berfungsi sebagai suatu
mekanisme pengawasan mengenai penyalahgunaan kekuasaan yang dimana
tindakan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan melalui jalur hukum
apabila terbukti adanya wunsur keberpihakan atau tidak adil.Asas
ketidakberpihakan bukan hanya sekedar etika saja akan tetai dapat menjadi
fondasi guna terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih dari adanya
praktek korupsi dan juga nepotisme di pemerintahan termasuk dalam lingkup
peradilan (Kuznetsov 2021).

3) Asas Kepastian Hukum

Asas ini berfungsi guna menjaga legalitas disetiap tindakan maupun
keputusan yang diambil oleh pemerintah. Dengan adanya prinsip ini maka
tujuan untuk memastikan semua perbuatan pemerintah menjadi tidak
melanggar apa yang sudah diatur di ketentuan hukum yang berlaku sehingga
dapat meminimalisir adanya potensi dampak negatif yang bisa jadi akan timbul
bagi pihak lain. Asas kepastian hukum ini menggarisbawahi akan pentingnya
adanya pengaturan yang jelas dan juga tegas didalam setiap kebijakan
penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan dalam peraturan perundang-
undangan, keadilan, dan kepatutan sehingga setiap keputusan yang diambil
oleh pemerintah dapat memberikan suatu kepastian bagi warga negara
mengenai hak dan kewajibannya serta menciptakan stabilitas hukum yang
diperlukan di kehidupan Masyarakat (Nkhono-Mvula 2023).

Asas kepastian hukum disini menekankan bahwa setiap keputusan
pemerintah harus ada muatan kepastian hukum yang kuat sehingga tidak dapat
dicabut kembali. Hal ini sangat penting untuk membuat rasa aman dan nyaman
di tengah-tengah masyarakat. Apabila dipraktikan di lapangan maka sudah
seharusnya asas ini menjadi berfungsi sebagai jaminan hak-hak hukum warga
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negara yang dimana tiap individu berhak mendapatkan perlindungan atas
adanya keputusan-keputusan yang sudah ditetapkan oleh pejabat pemerintahan
(Nugraha, 2007).

4) Asas Kecermatan

Di asas ini ditekankan bahwa setiap Badan maupun Pejabat Pemerintahan
harus memiliki sikap yang cermat dan hati-hati jika akan menetapkan atau
melaksanakan keputusan serta tindakan. Unsur-unsur tersebut diantaranya:

a. Semua keputusan maupun tindakan yang diambil oleh Badan atau Pejabat

Pemerintahan wajib tepat sasatan dan juga relevan denan kondisi yang ada
di lapangan.

b. Tahapan pengambilan keputusan atau pelaksanaan suatu tindakan harus
melalui dukungan dokumen-dokumen yang lengkap dan sah yang
mencakup segala informasi yang diperlukan untuk memastikan lebih lanjut
bahwa keputusan atau tindakan yang diambil merupakan fakta yang objektif
maupun non subjektif.

c. Adanya evaluasi menggunakan analisis manajemen risiko, menimbang
berbagai sudut pandang untuk mengetahui bahwa putusan maupun
tindakan yang diambil tidak akan menimbulkan kerugian bagi pihak
manapun.

5) Asas Kepentingan Umum

Untuk meraih tujuan pengadilan yang bersih dan tidak keberpihakan juga
diperlukan adanya asas kepentingan umum. Dengan adanya asas kepentingan
umum ini maka segala keputusan akan mendahulukan kepentingan masyarakat
terlebih dahulu daripada kepentingan lainnya. Asas ini menuntut negara agar
mendahulikan kepntingan umum daripada individu sehingga apabila
kepentingan umum diprioritaskan maka akan selaras dengan unsur keadilan
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip melindungi kepentingan umum
menandakan bahwa kepentingan umum ini selalu diprioritaskan dalam
keputusan yang mewakili kinerja pejabat publik.

6) Asas Pelayanan Baik

Asas ini dapat dijadikan suatu pedoman yang cukup krusial dalam
memberikan suatu layanan yang tepat waktu apabila disertakan prosedur dan
biaya yang jelas menyesuaikan dengan standar pelayanan serta ketentuan
perundang-undangan. Unsur-unsur didalam asas pelayanan yang baik ini terdiri
dari penyediaan layanan yang disiplin tepat waktu dan kejelasan prosedur serta
biaya dengan stadar pelayanan yang jelas. Asas ini berfungsi juga untuk
meniadakan manipulasi evaluasisehingga memastikan kewenangannya akan
menyesuaikan dengan prosedur yang berlaku dan pada akhirnya penerapan
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asas pelayanan yang baik akan meningktkan kualitas pelyanan publik dan juga
memperkuat kepercayaan masyarakat mengenai kinerja pemerintah.

7) Asas Keterbukaan

Asas keterbukaan lebih berfokus menyajikan akses kepada masyarakat
agar memperoleh informasi tentang proses dan juga hasil kegiatan dari
pemerintah. Masyarakat akan diberi kesempatan guna memberikan tanggapan
dan kritik yang konstruktif terkait kebijakan pemerintah serta berpartisipasi
terkait penilaian terhadap jalannya pemerintahan. Jadi dengan adanya asas ini
pemerintah yang berpreran sebagai pihak yang berwenang wajib untuk
menyampaikan informasi yang benar seperti yang diperlukan oleh masyarakat
lalu diatur didalam undang-undang.

Asas ini seakan menuntut kejujuran dari aparat negara didalam
memberikan keterangan tanpa adanya diskriminasi. Keterbukaan informasi
publik ini dapat dijadikan elemen yang penting sehingga transparansi dan
akuntabilitas dapat terwujud didalam pemerintahan (Suhady, 2009). Asas
keterbukaan ini mewajibkan informasi yang disampaikan valid tanpa adanya
rekayasa sehingga dapat dijadikan pedoman untuk masyarakat untuk
mendapatkan hak mereka sehingga masyarakat memperoleh informasi yang
akurat dan benar mengenai administrasi pemerintahan.

C. Urgensi pengadilan khusus agraria guna menegakkan good governance

Konflik Agraria yang termasuk dalam kewenangan Pengadila Tata Usaha
Negara adalah sengketa yang berkaitan dengan sertifikat hak kepemilikan tanah atau
keputusan pemberian hak atas tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertahanan
Nasional. Hal ini telah diatur dalam Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor Tahun
1986 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang mendefinisikan sengketa tata
usaha Negara sebagai perselisihan yang terjadi antara individu atau badan hukum
perdata dengan badan atau pejabat tata usaha Negara, baik di tingkat pusat maupun
daerah, akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara, termasuk sengketa
kepegawaian sesuai peraturan yang berlaku.

Pengadilan umum memiliki peran dalam menyelesaikan sengketa agrarian
dengan kekuasaan untuk mempertimbangkan, memutuskan, dan menyelesaikan
masalah pertanahan di Indonesia, dengan memperhatikan aspek hukum perdata.
Kewenangan absolut Pengadilan Negeri diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor
2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri
bertanggung jawab untuk memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara
pidana serta perdata di tingkat pertama. Secara hukum, Pengadilan Khusus Agraria
memiliki dasar legalitas berdasarkan Pasal 24 (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa
kekuasaan kehakiman adalah merdeka untuk melaksanakan peradilan demi
menegakkan hukum dan keadilan, serta dijelaskan lebih lanjut dalam ayat (3) mengenai
fungsi badan-badan lain yang terkait dengan kekuasaan kehakiman yang diatur oleh
undang-undang. (Bilaldzy, 2022).
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Dalam Pasal 1 angka (8) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman (“UU 48/2009”)disebutkan bahwa “Pengadilan khusus adalah pengadilan
yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara
tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang
berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang”. Pasal 1 angka
(8) UU 48/2009 memberikan legalitas untuk dibuatnya Pengadilan Khusus yang
dibentuk berdasarkan atas Undang-Undang. Yang tak terkecualikan di sini adalah
legalitas untuk Pengadilan Khusus Agraria dengan di bawah Mahkamah Agung.

Proses penyelesaian sengketa pertanahan di Indonesia melalui peradilan tata
usaha negara dan peradilan umum harus dapat menjamin penyelesaian perkara dan
memberikan kepastian hukum, kemanfaatan hukum, bahkan keadilan hukum kepada
masyarakat setempat. Dengan menerapkan secara baik konsep prinsip peradilan yang
sederhana, cepat dan berbiaya rendah. Oleh karena itu, keputusan yang diambil akan
didasarkan pada keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam kasus tersebut. Proses
penyelesaian sengketa pertanahan di peradilan tata usaha negara belum selesai
sehingga dinilai belum optimal dan belum bisa memberikan kepastian hukum
(Bilaldzy, 2022). Inilah mengapa pengadilan khusus untuk sengketa Agraria
diperlukan.

Simpulan

Tanah di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Agraria, yang menekankan
pentingnya hak milik atas tanah dalam konteks hukum. Namun, maraknya kasus
sengketa agraria yang belum terselesaikan seperti praktik mafia tanah, yang melibatkan
persekongkolan antara pejabat dan individu dengan niat jahat, telah menciptakan
ketidakpastian dan ketakutan bagi pemegang hak atas tanah. Mafia tanah
menggunakan berbagai cara ilegal, seperti pemalsuan sertifikat dan rekayasa hukum,
untuk menguasai tanah secara tidak sah. Meskipun ada upaya untuk menyelesaikan
sengketa pertanahan melalui peradilan tata usaha negara dan peradilan umum, data
menunjukkan bahwa banyak kasus yang belum terselesaikan, menciptakan tantangan
dalam memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat. Oleh karena itu,
sangat dibutuhkannya pengadilan khusus agraria yang diterapkan berdasarkan asas-
asas umum pemerintahan yang baik untuk menangani sengketa ini secara lebih efektif
dan efisien, sehingga dapat menjamin penyelesaian perkara dan memberikan keadilan
bagi semua pihak yang terlibat.

https://journal.pubmedia.id/index.php/jcl
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